BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR |& TAMHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAL
TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI JEPARA,

dalam rangka mengurang ketergantungan deersh
pusat serta memperkecil ketimpangan fiska antars
dengan daerah, maka pemerintah pusat mengalokasikan
Bag Hasi Cukai Hasd Tembakau;

aga

S

pengeiciaan Dana Bag Hasil Cukai Hasil Tembakau
yahg diterima oleh Pemerintah Kabupaten Japara tahun 2010
dapat akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna, periu disusun
sabush pedoman sebaga acuan peiaksanaan kegiatan;

¢. bashwa berdasarkan pertimbangen sebagaimans dmaksud huruf
s dan huuf b, peru menetapkan Peraturan Bupsti tentang
Peangeioiaan Dana Bag Hasil Cukai Hasl Tembakau

Tahun Anggaran 2010.

|

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan

Dsarsh-Daeran Kabupaten dslam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Cukal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1885 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3813)
sebagamana telsh diubsh dengen Undang-undang Nomor 3¢
Tahun 2007 tentang Perubahan Atse Undang-undang Nomor 11
tahun 1995 tentang Cukal (Lembaran Negara Repubik
indonesia Tahun 2007 Nomor 105.Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4755);

31 Undang-Undang Nomor 10 Tehun 2004 tentang Pembentukan
Paratwan Perundang-undengan (Lembaran Negars Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lambaran Negars
Republik Indonesia Nomor 4 389);

4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daersh (Lembaran Negara Rapublk Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terskhr
dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004



tertang Pemeortah Desrah (Lambaran Negara Republk
ndonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambshan Lembaran Negars
Repubiik indonesia Nomor 4844);

5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keusngan antsra Pemerintah Pusast dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negars Republik (ndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambshan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);

6 Peraturan Pemerinitsh Republik indonesia Nomor 8 tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal & Daerah
{Lembaran Negera Rapublk Indonesia Tahun 1888 Nomor 10,
Tambahsn Lambaran Negara Republk indonesia Nomor 3373);

7.P eratu ran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4575),

8 Peraturan Pemerintah Republik (indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengeiolaan Keuangan Daarah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4578);

9 Peraturan Pemedntah Nomor 38 Tahun 2007 ‘tentang
Pembagian (usan Pemenntahan Antara Paarmerintah,
Pemerntah Dasersh Propinei, Den  Pemerintsh  Dsersh

Ksbupsten/Kots (Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor B2, Tambahan Lermbaran Negera Rl Nomor 4737},

10.Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 206 tentang
Pedoman Pengeiolsan Keuangen Daersh sebagaimana teish
diubah dengen Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
Tehun 2007 tertang Perubshan Atas Peraturan Merteri Daiam
Negeri Nomor 13 Tatlun 2008 tentang Pedoman Pengeioiam
Keuangan Oaerah;

11.Peraturan Menteri Kouangen Nomor O4/PMK.07/2008 tentang
Dana Alokasi Cukai Hasl Tembakay Tahun Anggaran 2008,

12. Persturan Menter Keuangan Nomor 84 /PMK (7/2008 tentang
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau den Sanksi
Atas Penyalahgunaan Alckasi Dena Bag Hesi Cukal Hasd
Tembakau sebagaimuna teish diubah dengan Peraturan Mentern

Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas
Perstwran Menten Keuangan Nomor 84/PMK. 07/2008 tentang
Penggunaan Dana Bgai Hasil Cukai Hasi Tembakau dan Sanksi
Atas Penyaiahgunasn Dana Bag Hesl Cukal Hasi Tembakau

13.Peraturan Menteri Keuangsn Nomor O4/PMK.07/2008 tentang
Peiakasnaan dan Pertanggungjawaben Anggaran Transfer ka
Daersh;

14 Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 09 tahun 2008 tentang
Pasdoman Pengeloiaan Dana Bgai Hasil Cukai Hasi Tembakau
di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daersh Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 9,



15 Persturan  Gubemur Jewm Tengah Nomor 73 Tahun 2009
tentang Dana Bag Hasi Penerimaan Cuksi Hasil Tambakau
Bagan Pemenniah Propinsi Jawa Tengah den Pemerintah
Kabupaten /Xota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengsh Tahun 2008 Nomor 73).

MEMUTUSKAN !

Menatapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAL TAHUN
ANGGARAN 2010

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ni yang dimakaud dengan:

Gubemur adalah Gubermur Jaws Tengah
Bupati adalah Bupati Jepara
Sekretaris Dasrah adeish Sekretars Daersh Kabupaten Jepara

Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Penekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daersh Jepaa

Bagian Perekonomian adsish Bagan Perekonomian Sekretarist Daerah Jepara

Satusn Kerjs Peranghkat Dsersh yang selanjutnya disingkal SKPD adalsh Satuan
Kerja Perangkat Deerah Ksbupaten Jepars ysng membidangi pengeiotsan Dana
Bag Hasdl Cukal Hasil Tembakau

7. Cuksi adalsh pungutsn negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu
yang mempunyal sifat stau karakteristik yang ditetspkan dalam undang-undang

8. Dsna Bagi hasil Cukai Hasi Tembakau yang selanjutnys disingket DBHCHT
adaish penerimasn negara dari cuksi hasil tembakau yang d buat d Indonesia o

-WMMWMMIWnuMHM)%

9 Fokok adalsh hasi olahen tembakau atau substitusinya yang terbungkus
termasuk ceruty, rokok lintingan, atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin
dan tar dengan atau tanpa bahan tambshan dan dikonsums| dengan cara d bakas

10.Pabrik adsiah termpat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang
merupakan bag.an daripacanys, yang dipergunakan untuk menghasikan barang
kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk
penjualan eceran

11.Usaha Keci Menengah yang selanjutnys disingkat UKM adaiah usaha skonomi
produktif yang berdiri sendin yang dilakukan Oleh perorangsn atmu badan ussha
yang bukan merupakan mnak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimilki, dikussai atsu menjadi bagian baik langsung maupun tidek langsung
dengan usdha besar

12 industri Hasd Tembakau yang selanjutnya disingkat |HT adaish perusahaan
besar dan UKM yang bergerak dibidang rokok

13.Lingkungan industn Hasil tembakau adalah seluruh wilayah d Kabupaten Jepara
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BAB H
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
Pesal 2

(1)Penggunsan Dana Bag Hesil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk kegatan:
Peringkatan kualitss bahan bakiuy

Pamtinaan industr;

Sosigiisasi ketentuan dibidang cukai; dan/atau

Pemberantassn bamng kena cukai ilegal

pPRODTR

(2) Pengeiolaan DBHCHT berpedoman pada peraturan perundang-undangan ying
beriaky, sesuai priontas dan karakteristik daerah.

(3) Pengelolaan DBHCHT pada Pemerintah Kabupaten Jepara dilaksanakan Oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkat dbawsh koondinasi Asistan Perkonomian
Can Pembangunan, peiaksanaannya ceh Baglan Pearskonomian Setda Jepara
selaku Sekretwiat Pelaksana Kegl atan.

Faaal 3

1) Pelaksanasn kegstan Pengeiolsan Dana Bag Hasi Cukai Hasil Tembeakau
dilakukan oleh SKPD terkalt sessai kebutuhan yang d tstapkan oleh Bupat

2) Penetapan sebagemana dmaksud ayst (1) meliputi:

. Menstapkan penggunasn Dana Bag Hesd Cukai Hasil Tembakau |
Menyusun, mengadministrasian dan memidakhirkan databsse HT.
Menyampakan informasi secara tertulis kepada Kepaia Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bes dan Cukai Kabupsten Kudus, dan

Membuat laporan aiokasi pengelolasn Dena Baeg Hasi Cuksi Hasd
Tembakau kepada Gubermur Jawa Tengah

Pral 5

6 og

Rincisn pedoman Pengelolsan Dana Bag Hasl Cukai Hasi Tembakau
wubagm‘ dimaksud datsm pass 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan
ni.

BAB H)
RANCANGAN KEGIATAN

Pasal §

(1) SKPD membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan
penganggaran Dana Bag Hasil Cukai Hasil Tembaksu kepade Bupati meslalui
Bag.an Keusngan Seida Jepara sebelum tahun anggaran berjalan.

{2} Bupat membuat dan menyampakan rancangan program kegiatan dan
penganggaran Dana Bag Hasl Cukai Hasil Tembakau kepada (Gubemur
ssbaum tahun anggaran beraan.



BAB IV
PELAPORAN

Passl 7

{1} SKPD membuat laporan glokasi penggunasn dana atas peiaksanaan kegistan
dﬁDruB#HlﬂMHﬂTmmm:n,'mdlnm
kepada Asisien Parekonomian dan Pembangunan.

(2)Asiston Perekonomian dan Pembangunan membuat laparan alokasi penggunaan
dana aias petaksansan kegistan deri Dana Bag Hasil Cukai Hasit Tembakau
setiap triwulan kepads Bupsti.

m}wmwmmmmmmmnw
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Gubermur .

Pasal 8

()Penyampaian |aporsn sebage mana dmaksud dalam pasa 7 ayat (1)
dhmmunmmmmemwsmm.

(2) Pennyampain laporan  sebega.mana dmaksud dalam passl 7 aya (2}
dilaksanakan dengan ketentusn palng lambat tenggal 10 pada Bulan April Jul,
Oktober dan Desember.

(3) Penyampaian laporan ssbagiamana dmaksud dalam pasa 7 ayst (3
ditaksanalkan dengan ketentuan sebagal berkut.
a LUntuk semester pertama paling lambat tanggsl 10 Juli; dan
b Untuk sem mster kedua paling lambat tanggal 10 Desember.

(4) Daism hal tanggal 5 steu tanggsl 10 jatuh pads hari libur. bataes akhi
wmmmmmwm.wmmw
(3) Gisksanalan pade hari kera sebelurmya.

8A8 V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 9
Bupati cq Asisen Perskonomian dan Pembangunan melakukan pemantsusn dan
evalssi ates laporan pengunaan anggaran Dana Sagi Haed Cukai Hasil Tembakau

mmm-mwmemummmumnm
perundang-undangan yang beriaku.

BA8 VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Posal 10
Dana Bagi Haail Cukal Hasil Tembakau merupakan bagian dan perciapatan daerah

mwmwmm&uﬁnmm-w
tain-ain pendapatan yang sah.



Pasal 11

mlmmmmm-dm Paraturan Bupati ini gbebankan
mwwwm;-mwm.

BAR VI

KETENTUAN PENUTUP

Fasal 12

Dengan diundangkanmya [Peraturan Bupati ni meka Keputusan Bupab Jepara
Nomor 212 Tahon 2000 tentang Pedoman pengeioiasn Dana Bag Hasi Cukai Hasé
Tembakau dicabut dan dinystakan tidek beriaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orsng mengetahuinya memerintahkan pengundangen Peraturan i
dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara

Diundangkan d Jepasra
poda tanggel 2.l WALs

00

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JEPARA,

LM

BERITA

FEHEE_'T_;.:\-;:E.UR_.T

JAf LT, M t

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2.0 Wt

AT! JEPARA

RAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR.. &0

FOAO



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
Nomor & Tafiwes SO0
Tanggal . & fnet Jao

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAL
TAHUN 2010

| PENDAHULUAN

Dalam rangka pembangunan Yyang partisipati f serta untuk
mengembangkan kapas.tas masyarakat dan berkembangnya aparat dalam
menjalankan fungsi pemerintahan yang berorientasi kepada kepentingan
dasar, maka prinsip yang dapat dijadikan pegangan oleh Kabupaten Jepara
kedapan dan dalam rangka merealisasikan olonomi daerah sebagai berkut
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang menguasal

imu pengetahuan dan teknologi dilandasi wnan dan taqwa,

b. Mengembangkan potensi skonomi Strategis untuk mendukung i2ju
pertumbuhan  pembangunan ekonomi daerah yang berwawasan
I.ngkungarn.

¢ Membardayakan perekonormian rakyat dan mendorong partisipasi aktif
masyarakat dalam lingkungan

d Meningkatkan dan membina pemberdayaan daerah menuju kemandirian
daerah (peningkatan pendapatan daerah}

o Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur daerah { sarana prasaran
kegiatan ekonorm dan kegiatan 308 al) yang efektil dan efisien:

{ Penataan dan optimalisas) hkelembagaan daarah dan pengembangan
jaringan kenasama seta i ngkungan yang kondusif bagi pelaksanaan
pembangunan daerah.

Guna merealisas kan mi.g tersebut diperiukan sumber péndanaan yang
memadai yang berbasis pada penggalian sumber-sumber dana secamn
proporsional, adl dan tidak membebani masyarakat. Salah satunya
bersumber dari cukai hasil tembakau yang selama n menjadi Hak
Pemerintah Pusat. Berdasarkan Pasal 86A UU No. 38 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 19985 lentang Cukai,
Pemenntah Pusat mengalokasikan sebesa 2, (dua persen) kepada
propinsi penghasil cukal tembakau, 40 % tempat pulun persen) dan jumiah
tersabut untuk kabupaten/kota, dengan iNCIKBLO .

a Jumiah pensrmaan Cukal Hasi Tembakau (CHT) tahun 2008 yang
dintung dari julah produksi rokok tahun 2008 dengan bobot 57.5 % (ima
puluh tupsh koma ima persen),

n Jumiah produksi dan tembakau kering pef ton tahun 2008 sd 2008
dengan bobat 37.5 % (l.ga puluh tuph koma lima perseny,

¢ Pembinaan lingkungan sosal déngan bobot 3 % (liga persen) dibagi rata
untuk seluruh Kabupaten / Kota.

4 Tingkat penyerapan Dana Bag Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
tahun 2008 denganbobot 1 % (satu persen) d bagi rata untuk semua
Kabupaten / Kota;

« Pemberantasan Cukai llegal dangan bobot 1% (satu persen) di bagi rata
untuk seluruh Kabupaten / Kaota.

Kegiatan yang periu mendapat perhatian utama dan porsi anggaran
lebih basar dalam pemantaatan Dana Bgai Hasil Cukai Hasil
Tembakau yatu:
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Peningkatan kualitas bahan baku,
Pembinaan Industn:

Pembinaan Lingkungan Sosal;
Sosalisasi ketantuan o bidang cuka, dan
Pemberantasan barang kena cukai segel.

Untuk mewujudkan kemanfaatan snggaran yang berdaya guna dan

berhasi guna, efektf dan efis.en serta transparan dalam penggunaannya
maka diperiukan pedoman bag pelaksana o Satuan Kera Perangkat
Daerah (SKPD). daiam merumuskan kegiatan dan menyusun Rencana Keana
dan Anggaran {(RKA)

TUJUAN

1
.
3

4
2

6

Menigkatkan penanganan industn rokok ilegal.

Meningkatkan penerimaan negars dari cukai Industri hasi| tembakau.
Meningkatkan pemahaman para pelaky industri hasi! tembakau ‘tentang
pentingnya hasil dari cuka rokok untuk membiayai pembangunan
Mendorong pertumbuhan ekonomi dengarn memperkuat sektor nl
Meringkatkan tanggung jawab sosial industri hasil tembakau kepada
masyarakat melalu peningkatan Kem traan sosial dan kepedulian
terhadap lingkungan kehl dupan masyarakat

Meningkatkan penyediaan informasi tentang industri hasil tembakau

PELAKSANAAN KEGIA TAN

A

PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Peningkatan kualtas bahan baku
a. Pengertian
Peningkatan roses produksi indugtn  hasil tembakau lebh
diarankan pada fasilitasi peningkatan mutu v tar nikotin

b Kegatan mehputs
1} Pengembangan tanaman cengkeh d Kabupaten Jepars.

¢ SKPD yang bertanggung jawab
1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara,

2  Pembinaan (ndusiri hasil tembakau

a. Pengertan
Kagiatan dalam rangka perbaikan kualitas produk Industri Hasil
Tembakau (HT) sejak dan hulu sampai hilir, termasuk penyediaan
data yang menyajikan informasi yang memuat data lentang IHT,
kebutuhan bahan baku IHT, daerah penghasil bahan baku [HT,
jumiah tenaga kera, |ens HT yang diproduksi, total produksi HT
penode tertentu, potensi pemakaian pta cukai.

b Kegalan mealipull:
1) Pembangunan gedung olahraga g kawasan industn hasi
lembakau,
2) Peningkatan jalan akses kawasan industri hasil tembakau;
3 Hotmix jalan Paren-Mayong K dul
4) Hotm.x jalan Nalumsan-Bendanpete;
5 Hotmx galan Kalipucang-Mayong:

¢. SKPD yang bertanggung jawab
14 DPU dan ESDM Kabupaten Jepara.



3 Pemb.naan Lingkungan Sosial

Lo sy B

Pengerhan.

Merupakan tanggung jewab 808 yang dilakukan untuk
pengembangan SDM, membantu penyediaan sarana [prasarana

yang d.periukan lingiungan, membaniu permodalan UKM dalam

bentuk kem traan sosal.

Kegiatan melput .

7} Pengadaan mobl operasicnal koordinasi cukai hasH

tembakau;

Penanganan persampahan dan  santasi lingkungan

pemukiman masyarakat disekitar indusini rokok,

Pembangunan haite d sekitar industri rokok;

Pembinaan ketenagakerjaan, K3. teraga kerja anak. dan

tenaga kerja perempuan;

Pembangunan kios rokok Pasar Mayong;

Kemitraan KM industri hasil tembakau;

Pelatihan kewiraysahaan manajemen usaha industri rokok.

Bantuan perkuatan modal koperasi dan UMKM rokol;

Peningkatan ketramp lan dilingkungan sentra industri rokok,

Pengembangan pasar dan fasiitasi HaKl industri rokok.

Hibah pembangunan gudang dapo bahan baku rokok kepada

KOPERO

Bantuan peningkatan rumah tdak layak huni dilingkungan

sertra ngustn rokoK,

Pengadaan dan pemasangan ¥afic light simpang 4

Kalpucang Wetan Kecamatan Welahan,

12) Penataan lingkungan dsektar halte dan pasar industri
tembakau d Desa Brantak sekanat,

13} Pembenan baniuan aiat kontrasepsi kepada pekerja
di.ingkungan sentra industri hasil tembakau;

L)

it
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SKPD yang bertanggung jawab

1} Bagan Penengkapan dan Aset Selda Jepara,
2) Badan Lingkungan Hdup Kabupaten Jepars,
3) Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara

4) Dinas Sosswal, Tenaga Kera dan Tranamigrasi Kabupaten

Jepara.
s Dinas Koperas, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten

Jepara .

8 DPU dan ESDM Kabupaten Jepara,

74 Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Jepara,

g Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupalen Jepara.

4 Sosalsas Ketentuan d Budang Cukai

Pengertian

Proses pengenalan dan pemahaman tentang penggunaan pita
cukai rokok, pentingnya pendapatan dan cukai rokok untuk
pembangunan, dampak penggunaan pila cukai rokok ilegal dan
dampak asap 1okok

Kegatan melpub;

1) Sosiaksas: Peraturan Perundang-undangan d bidang cukai;

2} Koordinas: pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Cuka Hasil
Tembakau, .
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c. SKPD yang mum jrwab
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1) Bagan Hukum Sedda Jepam,
2) Bagan Persionomisn Setda Jepara;

5 Pemberantasan Barang Kena Cukai llegal
a Pengerhan

Kegiatan yang bertujuan untuk meminimalisir peredaran rokok
legal, meningkatkan penggunaan cukal mkok TeSMI dan
memberikan gfek jpra kepada pelaiw,

Kegiatan meliputi pembinaan peredaran cukai ilegal,

SKPD yang bertanggung jawsb Kantor Saipol PP Kabupaten
Jepara

B. KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
1. Pengertian
Koordinasi, monitoring dan evaluas terhadap pelaksanaan program
kepa SKPD adalah kegatan uniuk mengetahui  perkembangan,
mengdentifikasi permasalahan, memben masukan solusi dan
melaporkan hasil pelaksanaan kegatan.

2. Jeris kegiatan antara lain

1

Rapat koordnasi pengendahian program; dan

2. Montonng dan evakiasi pelaksanaan program.

3 Penanggung jawab pelaksanaan
a Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jepara,
b. Bagian Perekonomian Setda Jepara,

€. PELAPORAN
Sistim pelaporan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara bulanan,
trwuan dan semesteran dengan ketentuan

a Laporan ditenma di Sekretanat Pelaksana Kegiatan Dana Bag Hasil
Cukai Hasil Tembakau (Bagian Perekonomian} paling lambat 5 hari
kerja pada bulan berikutnya dengan tembusan e BAPPEDA, Bagan
Pembangunar dan Bagan Keuangan dan selanjutnya disusun dmn
dlaporkan ke Bupab

b. Substansi laporan memuat:

MNama program dan kegiatan.

Jurniah anggaran,

Indikator knena (tempat peralwan dan admi nistrasi, tepat
sasaran, tepat wakiy dan tepat manfaat),

reaiisasi fisik datam prosentase dan keuangan dalam nominal;
Permasalahan/kendala yang dihadapi,

Upaya pemecahan

Iv. PENUTUP

Pedoman pengelclaan Dana Bagi Hasil Cuka Hasil Tembakau d Kabupaten
Jepaa ¢ bua untuk menjad pedoman pelaksanaan bag SKPD bak secara
operasional maupun administrast yang mengacu pada Undang-Undang



Nomor 30 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19
tahun 1985 tentang Cukan
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Pengeiolaan Dana Bag)

Hasidl Cukai Hasil Tembakau ini akan diatur d kemudian han dan apabiia
terdapat kekeliruan akan dilzkukan perbatkan seperiunya.

BUPATI JEPARA,

i &

HENDRO MARTOJO




Nomor 30 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19
tahun 1985 tentang Cukan
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Pengeiolaan Dana Bag)

Hasidl Cukai Hasil Tembakau ini akan diatur d kemudian han dan apabiia
terdapat kekeliruan akan dilzkukan perbatkan seperiunya.

BUPATI JEPARA,
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HENDRO MARTOJO




